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PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA
DIREKSI DENGAN DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

Board of Manual ini merupakan salah satu softstructure Good Corporate
Governance, sebagai penjabaran dari Pedoman Tata kelola Perusahaan
(Code of Corporate Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.

Board of Manual yang merupakan naskah kesepakatan/komitmen antara

Direksi dan Dewan Pengawas ini, bertujuan untuk:

1. menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja
masing-masing organ;

2. meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ;

3. menerapkan asas-asas GCG yakni, Tansparansi, Akuntabilitas,
Responsibilitas, Independensi dan Fairness (Kewajaran).

dengan diberlakukannya Board of Manual dalam hubungan kerja antar 2
(dua) organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi tersebut diatas,
maka semua kegiatan usaha Perusahaan dapat dilaksanakan secara
harmonis dengan mengacu kepada asas-asas Good Corporate Governance.

dalam upaya mencapai Visi dan Misi Perusahaan, maka Direksi dan Dewan
Pengawas berkomitmen untuk membangun Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Musi Palembang yang bersih, yang dilandasi prinsip kejujuran dan
transparaan serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan.

dengan komitmen antara Direksi dan Dewan pengawas ini di buat dan
ditetapkan, sebagai landasan menuju Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Musi Palembang yang lebih baik dan bersih.
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PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TIRTA MUSI PALEMBANG

Komplek Rambutan Ujung Telp. (0711) 350079 — 354734 — 355089 — 350090
riRTA Must  Fax (0711) 355180 website : www.titamusi.com, e-mail : pdam.palembang @ titamusi.com

PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

TIRTA MUSI PALEMBANG

NOMOR |7 /PERDIR/PDAM/2021

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DI LINGKUNGAN

PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

Menimbang

Mengingat

. a
- a.

bahwa dalam upaya mencapai Visi dan Misi
Perusahaan, menciptakan wvalue added bagi
stakeholders, memastikan Perusahaan menjalankan
praktik usaha yang sehat dan transparan, serta
meningkatkan daya saing perusahaan dalam
perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan
kompetitif, perlu diterapkan tata kelola perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance);

bahwa agar penerapan tata kelola perusahaan yang
baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat
dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan
oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi
Palembang, diperlukan infrastuktur yang dituangkan
dalam pedoman tertulis antara lain yaitu Code of
Corporate Governance (COCG), Code of Conduct (COC),
Board of Manual dan Internal Audit Charter,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Direksi PDAM Tirta Musi
Palembang tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) di Lingkungan
PDAM Tirta Musi Palembang;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6173);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum;



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Palembang Nomor 1/Perda/Huk/1976 tanggal 03 hpr.il
1976, tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Sumatera
Selatan Tahun 1976 Nomor 13);

5. Peraturan Daerah Kotamadya Dacrah Tingkat Il
Palembang Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999
tentang Pengelolaan Air Minum Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Palembang);

6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor S Tahun
2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan
Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUSI PALEMBANG TENTANG PENERAPAN TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE

GOVERNANCE) DI LINGKUNGAN PDAM TIRTA MUSI
PALEMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang selanjutnya
disingkat PDAM Tirta Musi Palembang adalah Perusahaan Daerah Air
N!inum milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan
air minum;

2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum
Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum



Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi Palembang;
Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Musi Palembang yang terdiri dari
Direktur Utama dan Direktur Bidang; '
Karyawan adalah Karyawan PDAM Tirta Musi Palembang yang diangkat
dan diberhentikan oleh Direksi;
Organ Perusahaan adalah KPM, Dewan Pengawas PDAM Tirta Musi
Palembang dan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang;
Insan Tirta Musi adalah setiap Organ Perusahaan dan karyawan di
lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) yang
selanjutnya disebut GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan
dan mengendalikan Perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan
ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar
pemangku kepentingan berlandaskan peraturan perundang-undangan
dan etika berusaha,;

9. Etika adalah sekumpulan norma dan asas mengenai kepatutan dan
kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Insan
Tirta Musi dalam pclaksanaan tugas berlandaskan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan nilai etika bisnis;

10. Infrastruktur GCG adalah dokumen yang berisi pedoman bagi
Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, antara lain
meliputi dokumen Code of Corporate Governance (COCG), Code of
Conduct (COC), Board of Manual dan Internal Audit Charter;

11. Stakeholders adalah adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik
secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non
finansial terhadap perusahaan, dan memiliki pengaruh secara langsung
maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

it o
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Bagian Kedua
Kewajiban Penerapan GCG

Pasal 2

(1) PDAM Tirta Musi Palembang wajib menerapkan GCG sccara konsisten
dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Direksi ini
dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta
Anggaran Dasar PDAM Tirta Musi Palembang.

(2) Penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan pedoman yang tertuang dalam Infrastruktur GCG yaitu
Code of Corporate Governance (COCG), Code of Conduct (COC), Board of
Manual dan Internal Audit Charter sebagaimana tercantum dalam

Li}mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direksi ini.



BAB 11
PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 3

Prinsip-prinsip dasar penerapan GCG meliputi:

1.

Transparansi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
informasi materiil dan relevan mengenai PDAM Tirta Musi Palembang;
Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan PDAM Tirta
Musi Palembang terlaksana secara efektif;

. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan

PDAM Tirta Musi Palembang terhadap peraturan perundang-
perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

. Kemandirian (/ndependency) yaitu suatu keadaan dimana PDAM Tirta

Musi Palembang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan
dan pcngaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat;

Kewajaran (Faimess) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penerapan GCG meliputi:

1.
2.

mencapai tujuan PDAM Tirta Musi Palembang;
mengoptimalkan nilai PDAM Tirta Musi Palembang agar memiliki daya

saing yang kuat sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan
hidup berkelanjutan;

. mendorong pengelolaan PDAM Tirta Musi Palembang secara profesional,

cfisien, efektif, dan memberdayakan fungsi serta meningkatkan
kemandirian;

. mendorong agar PDAM Tirta Musi Palembang dalam membuat keputusan

dan menjalankan tindakan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran
akan adanya tanggung jawab sosial PDAM Tirta Musi Palembang
terhadap stakeholders, maupun kelestarian lingkungan di sekitar wilayah
kerja PDAM Tirta Musi Palembang;

meningkatkan kontribusi PDAM Tirta Musi Palembang dalam
perekonomian nasional; dan

- meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi

nasional.



BAB Il
VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG

Bagian Kesatu
Visi PDAM Tirta Musi Palembang

Pasal 5

Visi PDAM Tirta Musi Palembang yaitu:

menjadi perusahaan Smart Happy yang unggul dalam penyediaan air

minum di Indonesia. Kata Smart dalam Visi tersebut mengandung makna

diantaranya:

1. smart berarti cerdas yang menggambarkan bahwa seluruh karyawan dan
manajemen PDAM Tirta Musi bekerja secara efektif, efisien dan terukur
dalam mencapai visi dan misi perusahaan;

2. smart juga dikonotasikan sesuatu yang bermakna teknologi tinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa karyawan dan manajemen PDAM Tirta Musi dalam
bekerja memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi
digital yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan,;

3. smart merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable realistic
dan timely dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Specificc PDAM Tirta Musi Palembang unggul dalam memberikan
pelayanan air minum prima di Indonesia;

b. Measurable, PDAM Tirta Musi memberikan pelayanan air minum
sesuai Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) seluruh masyarakat
kota Palembang;

c. Achievable, PDAM Tirta Musi mempunyai sumber daya, kemampuan
d:an k.omit.men bersama yang tinggi untuk mencapai tingkat pelayanan
air minum prima;

d. Realistic,c PDAM Tirta Musi berkeyakinan mampu dengan sumber daya
dan kemampuan yang ada memberikan pelayanan air minum prima;

e. Timely, PDAM Tirta Musi berusaha mencapai 100% pelayanan air
minum prima tahun 2023.

4. kata Happy mengandung makna kebahagiaan bagi para karyawan.
Dengan karyawan yang bahagia maka akan menciptakan suasana kerja
yang positif dan berdampak pada meningkatnya produktifitas pelayanan
air minum kepada pelanggan yang akan membuat pelanggan bahagia
dan menjadi kebanggaan bagi PDAM Tirta Musi Palembang.

Bagian Kedua
Misi PDAM Tirta Musi Palembang

Pasal 6

Misi PDAM Tirta Musi Palembang, yaitu:
1. menjadi penyedia air minum yang handal berprinsip pada pelayanan 4K

(Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) serta GCG (Good
Corporate Governance);



2.

mengintegrasikan semua informasi produksi, distribusi, .pe_la:yanan daq
sumber daya dalam pengembangan transformasi teknologi digital sebagai
sumber kekuatan perusahaan;

. mengutamakan kepuasan/kebahagiaan pelanggan dengan pelayanan

yang lancar, aman, cukup, teratur dan bertanggung jawab sehingga
menjadi kebanggaan masyarakat dan pemerintah; _ -

mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan terbaik secara
berkelanjutan bagi karyawan dan menjadi tempat mem;_:erlu.as wawasan
pengetahuan dan keterampilan tentang penyec_haan air minum dalam
upaya pengembangan diri yang lebih kreatif dan inovatif dengan teknqlngl
tepat guna, efisien, dan terintegrasi, berbasis sumber daya dan kearifan
lokal.

Bagian Ketiga
Nilai-nilai PDAM Tirta Musi Palembang

Pasal 7

Budaya PDAM Tirta Musi Palembang dibangun melalui nilai-nilai penting
yang harus dimiliki Insan Tirta Musi, yaitu Target, Innovation, Responsibility,
Teamwork, Accountable, Mission, Unity, Spirit dan Integrity yang disingkat
TIRTA MUSI dengan penjelasan sebagai berikut:

a.

b.

Target, semua karyawan adalah membcrikan pelayanan terbaik ke
pelanggan, karcna perusahaan dihidupi oleh pelanggan;

Innovation, setiap karyawan harus selalu berinovasi dalam melaksanakan
pekerjaan, tidak mudah merasa puas, dan selalu mencari cara yang
terbaik;

Responsibility, Karyawan harus bertanggung jawab setinggi-tingginya
terhadap setiap tugas yang diemban dan tidak mudah putus asa;

. Team Work, kekuatan perusahaan berada pada kekuatan kerjasama dan

saling mendukung antar sesama karyawan dan semua bagian;

. Accountable, bekerja dengan terukur, ikhlas dan memegang teguh

peraturan perusahaan;

Mission, bekerja keras untuk mencapai misi untuk menjadi perusahaan
air minum terbaik;

Unity, menjunjung tinggi persaluan dan kesatuan perusahaan, saling

mengkoreksi dan membimbing untuk membangun suasana kerja yang
lebih baik; dan

. Spirit, bekerja selalu bersemangat karena sadar bekerja adalah ibadah

dan bertindak selalu penuh keyakinan untuk memberikan hasil terbaik;
Integrity, bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya.

BAB IV
PENERAPAN INFRASTRUKTUR GCG

Pasal 8

(1) Setiap Organ Perusahaan dan karyawan di lingkungan PDAM Tirta Musi

Palembang wajib menerapkan GCG dengan berpedoman pada



(2)

(3)

(4)

(5)

Infrastruktur GCG yaitu Code of Corporate Governance (COCG), Code of
Conduct (COC), Board of Manual dan Internal Audit Charter.

Code of Corporate Governance (COCG) merupakan pedoman tata kelola
perusahaan yang mengatur peran dan kewajiban KPM, Dewan Pengawas
dan Direksi.

Code of Conduct (COC) merupakan pedoman yang menjabarkan nilai-
nilai budaya kerja perusahaan ke dalam interpretasi perilaku yang
terkait dengan etika usaha dan tata perilaku bagi Dewan Pengawas
beserta organ pendukungnya, Direksi dan Karyawan sebagai Insan Tirta
Musi.

Board of Manual merupakan pengaturan mekanisme kerja antara Dewan
Pengawas dan Direksi yang diwujudkan dalam satu pedoman pola
hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi.

Internal Audit Charter adalah Piagam yang merupakan dokumen formal,

berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas fungsi dari
Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Organ Perusahaan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direksi ini, akan
dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang,
Pada tanggal 30 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA MUSJPALEMBANG,

ANDI WIJAYA ADANI



BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG
Dalam perkembangan pengelolaan perusahaan yang semakin
kompleks dan bervariasi, perusahaan menghadapi tantangan yang
tidak hanya berasal dari internal, namun juga berasal dari eksternal
perusahaan. Kompleksitas dan tantangan tersebut, jika tidak dikelola
dengan baik akan memberikan dampak kemungkinan gagalnya
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik telah menjadi keharusan
untuk ditetapkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
BUMD. Sebagai salah satu BUMD di lingkungan Pemerintah Kota
Palembang, berupaya membangun komitmen terhadap penerapan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan
kewajaran.
Untuk meningkatkan efektivitas penerapan GCG perlu dilakukan
pengaturan mekanisme kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi
Perusahaan yang diwujudkan dalam satu pedoman pola hubungan
kerja Dewan Pengawas dan Direksi yang dalam hal ini disebut sebagai
Board Manual.
Pedoman ini bersifat dinamis sehingga dapat dikembangkan dan
disempurnakan sesuai dengan perubahan dan perkembangan
perusahaan terkait pola hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi.
1. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan pedoman pola hubungan kerja Dewan Pengawas
dan Direksi ini diuraikan sebagai berikut:
a. Maksud
1) Menjelaskan fungsi, tugas pokok, wewenang, tanggung jawab,
kewajiban, dan hak melalui tahapan aktivitas Dewan Pengawas
dan Direksi secara terstruktur, serta sistematis agar mudah
dipahami dan dijalankan.
2) Menyajikan berbagai ketentuan yang mengatur pola hubungan

kerja antara Dewan Pengawas dan Direksi agar tercipta



pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan, dan
dapat dipertanggungjawabkan.

3) Menyajikan indikator, ukuran, dan asumsi dasar dari seluruh
kebijakan bisnis perusahaan yang dituangkan dalam bentuk
misi, sasaran, dan tujuan jangka panjang.

4) Memperoleh persamaan persepsi antara Dewan Pengawas dan
Direksi agar dapat saling menghargai.

5) Menjadi pedoman dalam mengatur hubungan kerja Dewan
Pengawas dan Direksi agar tercipta suatu hubungan kerja yang

lebih baik antara dua organ perusahaan.

b. Tujuan

1) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara Dewan
Pengawas dan Direksi Perusahaan.

2) Menerapkan prinsip-prinsip penerapan GCG disetiap kegiatan
perusahaan, khususnya dalam hubungan Dewan Pengawas
dan Direksi agar pengelolaan perusahaan dilaksanakan secara
profesional, efisien, efektif, dan berkualitas.

3) Mendorong anggota Dewan Pengawas dan Direksi agar
membuat dan menjalankan keputusan dengan dilandasi nilai
moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.

4) Mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan
tuntutan  perkembangan perusahaan dan perubahan
lingkungan usaha menuju budaya perusahaan yang lebih baik.

2. Pengertian

a. Audit eksternal adalah kegiatan audit/pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh auditor dari luar Perusahaan.

b. Audit internal adalah kegiatan pengawasan dalam rangka
memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif
atas pelaporan keuangan serta kegiatan konsultasi bagi
manajemen

C. Benturan kepentingan (conflict of interest) adalah situasi ketika
anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi memiliki
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau

orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat



mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau
tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

d. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. !

e. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab atas
pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan
perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.2

f. Etika adalah sekumpulan norma dan asas mengenai kepatutan
dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh
seluruh Insan Tirta Musi dalam pelaksanaan tugas berlandaskan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai etika
bisnis.

g. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya, termasuk donasi, jamuan, hadiah, dan hiburan.

h. Karyawan adalah pegawai yang bekerja dan diangkat oleh Direksi
PDAM Tirta Musi Palembang.

i. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam
Kepemilikan Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan
Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ
perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan
Pengawas.3

J. Perusahaan adalah PDAM Tirta Musi Kota Palembang.

k. Rencana Bisnis adalah rincian rencana kegiatan perusahaan
dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.*

l. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA
adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis perusahaan.

m. Stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan baik

secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun

' Pasal 1 angka 15 PP Nomor 54 Tahun 2017
? Pasal 1 angka 18 PP Nomor 54 Tahun 2017
* Pasal 1 angka 14 PP Nomor 54 Tahun 2017
* Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 118 Tahun 2018



non finansial terhadap perusahaan, dan memiliki pengaruh
secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan
hidup perusahaan, termasuk di dalamnya karyawan, pelanggan,
penyedia barang/jasa, mitra bisnis, pesaing, Pemerintah,
masyarakat dan Media Massa.

n. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang
berkesinambungan dan  keseimbangan hubungan antar

pemangku kepentingan.S

B.LANDASAN HUKUM
1. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor

1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air

Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

2. Landasan Hukum Penyusunan Board Manual

a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian PDAM.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau
Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Daerah.

e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor
1/Perda/Huk/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

3 Pasal 1 angka 9 PP Nomor 54 Tahun 2017



f. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta
Musi Palembang.

g. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas
dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi
Kota Palembang.

C.PRINSIP-PRINSIP GCG
Prinsip-prinsip dasar penerapan Good Corporate Governance (GCG)
meliputi:®
1. Transparansi (Transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan

relevan mengenai Perusahaan.

2. Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.

3. Tanggung Jawab (Responsibility)
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.

4. Kemandirian (Independency)
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional
tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder

yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan.

® Pasal 92 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017



D.VISI, MISI DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN
1. Visi dan Misi Perusahaan
“Menjadi Perusahaan Smart Happy yang unggul dalam penyediaan

air minum di Indonesia.”

Kata Smart dalam Visi tersebut mengandung makna diantaranya:

a. Smart berarti cerdas yang menggambarkan bahwa seluruh
karyawan dan manajemen PDAM Tirta Musi bekerja secara efektif,
efisien dan terukur dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

b. Smart juga dikonotasikan sesuatu yang bermakna teknologi
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dan manajemen
PDAM Tirta Musi dalam bekerja memanfaatkan perkembangan
dan kemajuan teknologi informasi digital yang ada untuk
mencapai tujuan perusahaan.

c. SMART merupakan singkatan dari Specific-Measurable-
Achievable-Realistic-Timely dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Specific
PDAM Tirta Musi Palembang unggul dalam memberikan
pelayanan air minum prima di Indonesia.

2) Measurable
PDAM Tirta Musi memberikan peclayanan air minum sesuai
Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (3K) seluruh masyarakat
kota Palembang.

3) Achievable
PDAM Tirta Musi mempunyai sumber daya, kemampuan dan
komitmen bersama yang tinggi untuk mencapai tingkat
pelayanan air minum prima.

4) Realistic
PDAM Tirta Musi berkeyakinan mampu dengan sumber daya
dan kemampuan yang ada memberikan pelayanan air minum
prima.

5) Timely
PDAM Tirta Musi berusaha mencapai 100% pelayanan air
minum prima tahun 2023.

Kata Happy mengandung makna kebahagiaan bagi para

karyawan. Dengan karyawan yang bahagia maka akan

menciptakan suasana kerja yang positif dan berdampak pada



meningkatnya produktifitas pelayanan air minum kepada
pelanggan yang akan membuat pelanggan bahagia dan menjadi
kebanggaan bagi PDAM Tirta Musi Palembang.

2. Misi Perusahaan

Misi berfungsi sebagai arah kebijakan (direction policy) PDAM Tirta

Musi, yaitu:

a. Menjadi penyedia air minum yang handal berprinsip pada
pelayanan 4K  (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan
Keterjangkauan) serta GCG (Good Corporate Governance).

b. Mengintegrasikan semua informasi produksi, distribusi,
pelayanan dan sumber daya dalam pengembangan transformasi
teknologi digital sebagai sumber kekuatan perusahaan.

c. Mengutamakan kepuasan/kebahagiaan pelanggan dengan
pelayanan yang lancar, aman, cukup, teratur dan bertanggung
jawab sehingga menjadi kebanggaan masyarakat dan
pemerintah.

d. Mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan terbaik
secara berkelanjutan bagi karyawan dan menjadi tempat
memperluas wawasan pengetahuan dan keterampilan tentang
penyediaan air minum dalam upaya pengembangan diri yang
lebih kreatif dan inovatif dengan teknologi tepat guna, efisien

dan terintegrasi, berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

3. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh
setiap pegawai dan dijadikan sebagai panduan dalam memilih
berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan.
Dengan demikian, nilai-nilai harus memberikan batasan terhadap
langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mewujudkan visi
organisasi karena tidak semua langkah atau cara dapat diterima
oleh sistem nilai yang dianut oleh perusahaan.

Budaya perusahaan dibangun melalui nilai-nilai penting yang
harus dimiliki Insan Tirta Musi, yaitu Target - Innovation -
Responsibility - Teamwork - Accountable — Mission - Unity -
Spirit - Integrity yang disingkat “TIRTAMUSI” dengan
penjelasan sebagai berikut:



Target

Target semua karyawan adalah memberikan
pelayanan terbaik ke pelanggan, karena

perusahaan dihidupi oleh pelanggan

Innovation

Setiap karyawan harus selalu berinovasi di dalam
melakukan pekerjaan, tidak mudah merasa

puas, selalu ada cara yang terbaik

Responsibility

Karyawan harus bertanggung jawab setinggi-
tingginya terhadap setiap tugas yang diemban
dan tidak mudah putus asa

Teamwork

Kekuatan perusahaan berada pada kekuatan
kerjasama dan saling mendukung antar sesama

karyawan

Accountable

Bekerja dengan terukur, Ikhlas, dan memegang
teguh peraturan perusahaan

Mission

Bekerja keras untuk mencapai misi yaitu

menjaga perusahaan air minum terbaik

Unity

Menjunjung tinggi persatuan dan Kesatuan
perusahaan, saling mengkoreksi dan

membimbing untuk membangun suasana kerja
yang lebih baik

Spirit

Bekerja selalu bersemangat karena sadar bekerja
adalah ibadah dan bertindak selalu penuh

keyakinan untuk memberikan hasil terbaik

Integrity

Bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya

4. Struktur Organisasi Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan Direksi PDAM Tirta Musi Palembang
Nomor 11/PERDIR/PDAM/2020 tanggal 6 Oktober 2020,
Struktur Organisasi PDAM Tirta Musi adalah sebagai berikut.







BAB II
DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

A.ORGANISASI DEWAN PENGAWAS
1. Pengangkatan dan Persyaratan Dewan Pengawas

a. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.7?

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas
ditetapkan dengan Keputusan KPM.8

C. Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui
seleksi.?

d. Syarat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan adalah sebagai
berikut:10

1) Sehat jasmani dan rohani.

2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,
jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan.

3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4) Memahami manajemen perusahaan.

S5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya.

6) Berijazah paling rendah S-1 (strata satu).

7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
mendaftar pertama kali.

8) Tidak pernah dinyatakan pailit.

9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit.

10) Tidak sedang menjalani sanksi pidana.

" Pasal 37 PP Nomor 54 Tahun 2017

® Pasal 3 ayat (4) huruf f PP Nomor 54 Tahun 2017
® Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017

1 Pasal 6 Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
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11) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di
bidang keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan.

12) Tidak sedang menjadi anggota/pengurus partai politik, calon
Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau
calon anggota legislatif.

13) Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah atau KPM atau Dewan Pengawas yang lain atau
Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke

samping termasuk menantu dan ipar.!

2. Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

a. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM
berdasarkan pertimbangan jumlah pelanggan dan tingkat
kompleksitas Perusahaan.!2?

b. Jumlah anggota Dewan Pengawas tidak boleh melebihi jumlah
Direksi.13

c. Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu),
maka 1 (satu) orang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.14

d. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen

dan unsur lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
dan Anggaran Dasar.15

3. Masa jabatan Dewan Pengawas
a. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.16
b. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk
pengangkatan pertama kali di Perusahaan.17

C. Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas dibuktikan
dengan kinerja dalam melakukan pengawasan, pemberian

** Pasal 19 huruf ¢ Permendagri Nomor 2 Tahun 2007
* Pasal 20 Permendagri Nomor 2 Tahun 2007

" Pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
* Pasal 16 ayat (3) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
5 Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
16 pasal 27 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
*7 Pasal 26 ayat (1) Permendagri Nomor 37 Tahun 2018
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